@ THCINSIGHTS

No. 16 / 04 Mei 2020
www.habibiecenter.or.id

\\\/\\ Asesmen dan Mitigasi Konflik
/\\\/ di Tengah Pandemi

\\/ \\ COVID-19 di Indonesia
" \\\/

Oleh
Mohammad Hasan Ansori
Direktur Program dan Riset di The Habibie Center
ansori@habibiecenter.or.id

Pendahuluan

Konflik sebagai salah satu fenomena universal merupakan suatu fakta yang tidak terbantahkan.
Semua hubungan kemanusiaan atau kemasyarakatan tidak bisa mengelak dari konflik. Konflik selalu
hadir dan inheren dalam setiap hubungan kemanusiaan dan sistem sosial,’ baik dalam kondisi
kehidupan normal atau kondisi darurat seperti pandemi COVID-19 saat ini atau dalam berbagai
bentuk bencana lainnya, termasuk bencana alam. Fenomena konflik dan kekerasan seperti demikian
sudah muncul berabad-abad dan sudah menjadi salah satu agenda global. Para analis konflik secara
umum menganggap Indonesia, Myanmar, dan Filipina sebagai negara-negara di ASEAN yang memiliki
sejarah panjang konflik kekerasan dengan dampak yang begitu besar, baik dari kematian, cedera,
maupun kerusakan bangunan.?

Grafik 1: Konflik Kekerasan terkait dengan Identitas di Indonesia (1998-2014)
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Sumber: The Habibie Center, program National Violence Monitoring System (NVMS)
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 telah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan virus corona sebagai kebijakan pencegahan dan
mitigasi COVID-19, meskipun sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota telah banyak melakukan
inisiatif dini dalam bentuk karantina mandiri wilayah masing-masing dengan memberlakukan
kebijakan “work from home” (bekerja dari rumah) dan “stay at home” (diam di rumah). Seiring dengan
pemberlakuan kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19 tersebut, beberapa konflik dan
kekerasan ternyata telah muncul ke permukaan di tengah pandemi COVID-19, baik sebagai dampak
langsung maupun tidak langsung atas pemberlakuan kebijakan/tindakan tersebut, sebagaimana
yang dijelaskan dalam bagian di bawah ini dan beberapa tawaran opsi mitigasi konflik kekerasan
tersebut.

Asesmen dan Strategi Mitigasi Konflik Kekerasan di Tengah Pandemi COVID-19

Asesmen atau analisis terhadap konflik di tengah pandemi COVID-19 secara analitis dapat dibagi
menjadi tipe konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal merujuk pada konflik yang terjadi antara
masyarakat dengan pemerintah atau yang melibatkan unsur pemerintah dengan semua bentuk
aparaturnya, sedangkan tipe horizontal merujuk pada konflik yang terjadi antar masyarakat sendiri
atau ketika masyarakat bertikai antara mereka sendiri.

Tipe konflik vertikal pertama pada situasi pandemi ini adalah konflik antara masyarakat yang bekerja
di sektor informal dengan aparat keamanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% atau sekitar 70
juta orang tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal,® khususnya sebagai pedagang kecil atau
pedagang kaki lima, ojek online dan konvensional, asisten rumah rumah tangga, tukang becak, dan
sebagainya. Karakter khas dari para pekerja di sektor informal ini adalah penghasilan mereka yang
bersifat harian. Pembatasan kegiatan di luar rumah dan himbauan “stay at home” mengakibatkan
mereka tidak bisa bekerja lagi, yang mengakibatkan mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan
untuk makan pada hari itu.* Banyak di antara mereka yang tetap bersikeras untuk melakukan
pekerjaan mereka di sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, hanya untuk sekedar mencari
makan dan bertahan hidup di tengah pandemi ini. Akibatnya, konflik seringkali terjadi antara mereka
dengan aparat keamanan atau penegak hukum yang merazia mereka demi pencegahan dan mitigasi
COVID-19.

Kisruh pedagang kaki lima dengan aparat keamanan di Tanah Abang pada tanggal 27 Maret 2020
adalah di antara contoh kasus yang mencolok.> Mengingat kejadian di Tanah Abang ini seringkali
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berulang, mitigasi konflik kekerasan ini sebaiknya dilakukan dengan memprioritaskan pendekatan
Alternative Dispute Resolution (ADR). Aparat keamanan sebaiknya bertindak secara lebih proaktif
dengan melakukan negosiasi dan dialog dengan para pekerja di sektor informal tersebut dan
menjelaskan secara baik terkait ancaman COVID-19, serta menghindari penggunaan kekerasan
semaksimal mungkin. Selain itu, sebagai bagian dari kompensasi untuk para pekerja di sektor informal,
pemerintah berkewajiban untuk memperkuat jaring pengaman sosial (social safety-net) mereka.®

Konflik kekerasan vertikal yang kedua merujuk pada meningkatnya kriminalitas di tengah pandemi
ini. Ada dua asumsi penting untuk menjelaskan meningkatnya kriminalitas ini. Pertama, kebijakan
pencegahan dan mitigasi COVID-19 yang banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar
rumah telah berdampak cukup hebat pada stabilitas ekonomi mayoritas masyarakat, khususnya
masyarakat kelas bawah. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit di antara mereka kemudian
melakukan tindak kriminal sebagai jalan pintas.” Kedua, sebagai bagian dari kebijakan pencegahan
dan mitigasi COVID-19, pemerintah juga telah membebaskan lebih dari 30.000 narapidana.® Para
napi yang mendapatkan asimilasi tersebut bukan hanya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan
tetap ketika keluar dari penjara, tapi pada saat yang bersamaan, mereka juga langsung dihadapkan
pada kenyataan sulitnya mencari kerja dan penghasilan karena kebijakan mitigasi COVID-19. Mereka
kemudian mengambil jalan pintas dengan melakukan kriminalitas kembali untuk mencari makan.’
Sejauh ini, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkirakan lebih dari 27 napi asimilasi
telah melakukan kriminalitas kembali.'® Terkait mitigasi kriminalitas ini, penekanan secara kuat lebih
ditujukan pada aspek penegakan hukum (rule of law) secara lebih serius dan tegas, daripada ADR.

Pola konflik vertikal ketiga adalah munculnya beberapa serangan terorisme di tengah COVID-19.
Di tengah konsentrasi dan fokus besar pemerintah dan aparat keamanan saat ini untuk mencegah
dan menangani COVID-19, kelompok teroris mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk
melancarkan serangan. Kelompok teroris telah melihat ruang yang cukup longgar akibat sumber
daya negara lebih dimaksimalkan untuk menangani COVID-19. Salah satu kasus serangan terorisme
di tengah COVID-19 yang banyak mendapatkan perhatian adalah penembakan yang dilakukan
oleh dua orang teroris dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT)." Terkait mitigasi terorisme
ini, masih sama dengan kriminalitas, penekanan secara kuat lebih ditujukan pada aspek penegakan
hukum secara lebih serius dan tegas, sebagaimana yang sudah diatur secara legal-konkret dalam UU
Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.

Tipe konflik vertikal keempat terkait dengan distribusi bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah
kepada masyarakat. Sumber konflik ini secara khusus merujuk pada distribusi bantuan sosial tersebut
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yang tidak merata dan tepat sasaran. Contoh kasus penting terkait ini adalah penolakan para kepala
desa di Kabupaten Sukabumi atas bantuan sosial gubernur Jawa Barat. Mereka beranggapan bahwa
data penerima bantuan sosial tersebut banyak tumpang tindih dan tidak tepat sasaran.'? Pendekatan
ADR sebaiknya diprioritaskan untuk mitigasi konflik ini, khususnya dalam bentuk dialog dan klarifikasi
terkait data masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan sosial agar tepat sasaran.

Tipe konflik selanjutnya adalah horizontal. Bentuk pertama tipe ini adalah penolakan warga atas
penguburan korban COVID-19 di wilayahnya. Akibat maraknya kasus tersebut, pemerintah pusat
dan daerah dan berbagai organisasi sosial-keagamaan bahkan ikut turun tangan untuk meredakan
konflik ini. Salah satu kasus penolakan penguburan korban COVID-19 yang banyak mendapatkan
perhatian secara luas adalah yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah.™

Tipe konflik horizontal kedua yang tidak kalah heboh adalah penolakan warga atas tenaga medis
COVID-19 untuk tinggal atau menetap di sekitar wilayah mereka atau mengucilkan mereka jika
tetap tinggal di wilayahnya. Salah satu kasus konflik ini yang banyak mendapatkan perhatian dan
pemberitaan nasional adalah penolakan tenaga kerja medis COVID-19 di Rumah Sakit Umum Pusat
(RSUP) Persahabatan oleh lingkungan domisili tinggal mereka di Jakarta Timur yang terjadi sejak 22
Maret 2020."* Mendahulukan ADR, yaitu negosiasi, dialog dan mediasi dan menghindari jalur hukum,
sebaiknya digunakan untuk mitigasi konflik ini, kecuali terhadap mereka yang sengaja menggunakan
isu tersebut untuk memprovokasi masyarakat dan membuat kerusuhan.

Tipe horizontal ketiga merujuk pada konflik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha terkait
dengan hak-hak buruh/karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak
daripandemiCOVID-19.Data Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan melaporkan bahwa
terdapat 2,8 juta tenaga kerja terkena dampak pandemi COVID-19 per 13 April 2020." Pendekatan
yang sama juga sebaiknya diberlakukan untuk mitigasi konflik ini. Jalur hukum dengan merujuk pada
UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sebaiknya diberlakukan ketika jalur ADR mengalami jalan
buntu.

Analisis

Seiring pelaksanaan kebijakan pencegahan dan mitigasi COVID-19, berbagai konflik kekerasan muncul
ke permukaan, baik vertikal maupun horizontal. Beberapa konflik telah melibatkan dimensi kekerasan
dan penuh agresivitas dan beberapa lainnya tidak. Pemerintah dan para pemangku kepentingan
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terkait lainnya harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan terukur untuk mencegah
dan menangani berbagai konflik kekerasan tersebut. Jika konflik kekerasan tersebut tidak ditangani
segera dengan baik, tepat dan efisien, dikhawatirkan akan ikut berperan dalam mengganggu proses
penanganan COVID-19 yang sedang berlangsung dan semakin berat ini, khususnya jika merujuk
pada semakin bertambahnya jumlah kasus positif COVID-19. Dalam mitigasi konflik kekerasan ini,
pemerintah sebaiknya mempertimbangkan secara bijak dan mengukur secara cermat untung-rugi
(cost-benefit) dua pendekatan mitigasi konflik kekerasan di atas, yaitu ADR dan legal.
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